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ABSTRAK 
 

Konstitusionalitas Triumvirat Dalam Hukum Tata Negara Darurat 
Indonesia Perspektif Siyasah Tanfidziyah Oleh Pari Prolina NIM 
2011150074, pembimbing 1 : Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH dan 
pembimbing II, Ifansyah Putra, M. Sos   
 Latar belakang penelitian ini adalah sebuah negara perlu adanya 
pemimpin, jika terjadi kekosongan maka sebuah negara harus 
memiliki sistem untuk mengantisipasinya. Oleh karena itu, 
penelitian ini menganalisis mengenai konstitusionalitas menteri 
triumvirat dalam hukum tata Negara darurat serta melihat peranya 
sebagai pengisi kekuasaan sementara dan perlu ditinjau di dalam 
siyasah syar‟iyyah secara kedudukan dan sistem pengisian 
kevakuman sebuah negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kedudukan menteri triumvirat dalam mengisi 
kekosongan jabatan presiden di Indonesia dan tinjauannya dalam 
perpektif siyasah tanfidziyah. Adaupun jenis penelitian yang 
penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan 
pendekatan penelitian adalah perundangan-undangan, sejarah, 
dan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kemudian bahan 
hukum normatif diolah dengan metode analisis normatif yakni 
menginterpretasikan dan mendiskusikan berdasarkan pengertian 
hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang 
berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil dalam penelitian ini 
adalah konstitusionalitas dari Menteri Triumvirat berdasarkan 
pasal 8 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 4 ayat (2) 
huruf a Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara ialah sebagai pengganti kepala negara dan wakil kepala 
negara apabila berhalangan tetap, dan menjalankan tugasnya 
masing-masing secara bersama-sama, dalam ketatanegaraan 
darurat diperlukan peraturan yang lebih spesifik yang membahas 
pesoalan menteri triumvirat. Di bidang siyasah syar‟iyyah menurut 
pandangan Imam Al Mawardi apabila terjadi kekosongan 
kekuasaan maka kewajiban dipegang oleh pemilih melalui dua 
cara yakni: 1. Ditunjuk langsung oleh orang yang memiliki 
wewenang untuk memilih pemimpin. 2, Melalui lembaga Ahlul 
Halli Wal Al „Aqdi. Namun, apabila belum ada pemimpin baru 
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yang disahkan, maka lembaga Syuro akan mengangkat khalifah 
sementara untuk mengisi kevakuman kekuasaan jabatan Presiden 
sampai khalifah baru disahkan. Oleh karena itu, dalam Islam 
sangat menekankan harus adanya pemimpin walaupun itu seorang 
pemimpin yang zalim, karena kekosongan kekuasaan sangat 
banyak mudharatnya ketimbang dipimpin oleh pemimpin yang 
zalim. Sehingga kedudukan menteri triumvirat di dalam Siyasah 
Syar‟iyyah adalah mencegah terjadinya kemudharatan yang 
disebabkan kevakuman di dalam sebuah negara. 
Kata kunci : menteri triumvirat, undang-undang, siyasah 
tanfidziyah 
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ABSTRACT 
 

The Constitutionality of the Triumvirate in Indonesian Emergency 
Constitutional Law: A Siyasah Tanfidziyah Perspective, By Pari Prolina, 
NIM 2011150074 , Supervisor I: Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH , 
Supervisor II: Ifansyah Putra, M. Sos   
The background of this research is that a country needs leadership, and in 
the event of a vacancy, there must be a system in place to anticipate it. 
Therefore, this research analyzes the constitutionality of the triumvirate 
ministers in emergency state constitutional law and examines their role as 
interim power holders from the perspective of siyasah syar‟iyyah in terms 
of their status and the system for filling a power vacuum in a country. The 
objective of this research is to understand the position of the triumvirate 
ministers in filling the presidential vacancy in Indonesia and to review it 
from the perspective of siyasah tanfidziyah. The type of research used is 
normative legal research, with the research approach being legislative, 
historical, and comparative. The technique for collecting legal materials 
used is library research. Then, the normative legal materials are processed 
using normative analysis methods, which involve interpreting and 
discussing based on legal concepts, legal norms, legal theories, and 
doctrines related to the core issue. The findings of this research are that the 
constitutionality of the Triumvirate Ministers, based on Article 8 
paragraph 3 of the 1945 Constitution and Article 4 paragraph (2) letter a 
of Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries, is to replace the head 
of state and the deputy head of state if they are permanently unable to 
fulfill their duties, and to perform their respective duties together. In 
emergency state constitutional law, more specific regulations are needed to 
address the issues of the triumvirate ministers. In the field of siyasah 
syar‟iyyah, according to Imam Al Mawardi, if there is a power vacuum, it 
is the obligation of the electorate to fill it through two methods: 1. Direct 
appointment by someone with the authority to choose a leader. 2. Through 
the Ahlul Halli Wal Al „Aqdi institution. However, if a new leader has not 
yet been confirmed, the Syuro institution will appoint an interim caliph to 
fill the presidential power vacuum until a new caliph is confirmed. 
Therefore, in Islam, it is emphasized that there must be a leader, even if he 
is a tyrant, because a power vacuum is much more harmful than being led 
by a tyrant. Thus, the position of the triumvirate ministers in Siyasah 
Syar‟iyyah is to prevent the harm caused by a power vacuum in a country. 
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